
BUPATI TANA TIDUNG 
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG 
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG.

Menimbang : 1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan ayat

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

berdasarkan Surat Edaran Bersama Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 

Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan 

Daerah Kementerian Dalarn Negeri Nnmor . SE- 

l/PK/2024 dan Nomor : 900.1.15.1/16208/Keuda 

Tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 12 P/HUM/2024 Mengenai

Permohonan Keberatan Hak Uji Materil Terhadap 

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 

Tahun 2020 Tentang Standai Haiga Satuan 

Regional;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar 

Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
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Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentnag 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan /atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi 

Kalimantan Timur (Lembaran negara republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali dibah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322);



6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 

Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan 

Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 112);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 

11 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 

Tahun 2022 Nomor 11);

11. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 Tentang 

Standar Harga Satuan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN : 
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SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2025

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

(1) Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.

(2) Bupati adalah Bupati Tana Tidung.

(3) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara



Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

otonom Kabupaten Tana Tidung.

(4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 

Urusan Pemerintahan Daerah.

(5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah.

(6) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana 

pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi 

bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan 

rancangan APBD.

(7) Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH merupakan harga 

satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.

(8) Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah Satuan biaya 

berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun 

biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya 

masukan.

(9) Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah Standar 

yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya 

yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah 

untuk melaksanakan suatu kegiatan.

(10) Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah 

harga barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam 

satu periode tertentu.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam 

penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdasarkan pada prinsip 

efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta sesuai dengan 

Peraturan perundang-undangan.

(2) Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyusunan dan 

pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, 



kepatutan dan kewajaran serta sesuai dengan Peraturan perundang- 

undangan.

Pasal 3

(1) Dalam perencanaan anggaran Standar Harga Satuan berfungsi sebagai :

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

(2) Dalam pelaksanaan anggaran Standar Harga Satuan berfungsi sebagai :

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

pelaksanaan anggaran kegiatan; dan

b. estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang 

dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan 

harga pasar dengan dibuktikan dengan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 4

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan 
P^-rr* prin toh Duproh To hi i th An aaaron 909^

(2) Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ay at (1) meliputi:

a. SSH;

b. SBU;

c. ASB; dan

d. HSPK.

(3) Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan 

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini.



Bagian Kedua 
SSH 

Pasal 5

(1) SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan 

standar satuan harga untuk barang yang termasuk dalam kriteria 

persediaan dan aset.

(2) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Barang 

Konstruksi/Bangunan dan Barang Non Konstruksi/Bangunan;

(3) SSH Barang Kontruksi/Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu 

barang yang digunakan dalam analisis pembentuk (HSPK).

(4) SSH Barang bangunan/konstruksi merupakan harga dasar yang 

ditambahkan dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Inflasi 

dan belum merupakan keuntungan sehingga perlu menambahkan 

keuntungan pada analisis satu pekerjaan yang dihitung melalui 

mekanisme perhitungan HPS.

(5) SSH Barang Non Konstruksi bersifat estimasi dan disusun berdasarkan 

komponen Harga Eceran/Pasaran Tertinggi (HET), Inflasi, Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Overhead/Profit.

Bagian Ketiga 
SBU 

Pasal 6
(1) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. satuan biaya honorarium;

b. satuan biaya pajak, bea dan tarif;

c. satuan biaya perjalanan dinas; dan

d. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan luar kantor.

(2) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Standar Harga 

Pemermtah yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan 

pelaksanaan anggaran.

(3) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar besaran 

biaya tertinggi yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya 

kegiatan, yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

(4) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi 2 (dua) jenis 

standar biaya yaitu :

(1) Standar Biaya Umum (SBU), dan

(2) Standar Biaya Khusus (SBK).



(5) Standar Biaya Umum (SBU) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 

merupakan batas tertinggi transaksi seperti honorarium, uang harian, 

perjalanan dinas, dan sebagainya dan/atau estimasi transaksi (seperti tarif 

hotel, indeks biaya kan tor dan sebagainya).

(6) Standar Biaya Khusus (SBK) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 

sebagai pedoman dalam penghitungan biaya keluaran dart suatu kegiatan, 

referensi penyusunan prakiraan maju dan penghitungan pagu indikatif 

tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

(1) Ketentuan Pasal 3A dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, 

tentang Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri 

sebagaimana dimaksud dilakukan secara at cost (biaya rill).

(2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara at cost (biaya 

riil) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, 

kewajaran, dan akuntabel.

(3) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri 

bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara at cost 

(biaya riil).

(4) Ketentuan biaya penginapan untuk dinas luar dan dalam daerah yang 

meliputi dalam atau luar wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan tidak 

menggunakan bill hotel atau bukti pembayaran penginapan makan 

dibayarkan dengan menggunakan tarif 30 % (tiga puluh persen) dari 

standar biaya penginapan berdasarkan golongan atau jabatan.

(5) Ketentuan biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang 

berlaku pada kementerian/Lembaga.

(6) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada 

Peraturan Bupati yang mengatur tentang pelaksanaan perjalanan dinas.

Bagian Keempat

ASB

Pasal 8

a. ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas 

kegiatan fisik dan kegiatan non fisik.



b. ASB kegiatan fisik dan kegiatan non fisik disusun berdasarkan komponen 

yang terdiri atas SSH serta SBU yang disusun sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan metode analisis yang dapat 

dipertanggungj awabkan.

Bagian Keiima

HSPK

Pasal 9

(1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d memuat 

rekapitulasi standar kegiatan fisik atau konstruksi serta uraian kegiatan 

pada kegiatan fisik atau konstruksi.

(2) HSPK disusun dengan metode analisis yang distandarkan untuk setiap jenis 

komponen kegiatan dengan menggunakan SSH dan SBU.

Pasal 10

(1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan hasil perhitungan 

SKPD teknis, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait 

konstruksi dan bangunan.

(2) SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dinas 

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

(3) Untuk analisis kegiatan fisik atau konstruksi yang belum ada dalam 

standar satuan harga dapat mengajukan perubahan kepada tim penyusun.

(4) Pengajuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan 

hasil analisis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERUBAHAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 11

(1) Perubahan atas Peraturan Bupati ini dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) 

kali dalam l(satu) tahun.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka 

untuk:

a. mengakomodir perubahan harga sesuai perkembangan harga pasar;

b. mengakomodir item barang yang belum tercantum pada Peraturan 

Bupati ini; dan/atau

c. menyesuaikan kebijakan pemerintah.



(3) Dalam hal terjadi perubahan harga yang melebihi standar harga/biaya atau 

adanya usulan baru diatur sebagai berikut :

a. Pimpinan SKPD mengusulkan perubahan kepada Bupati c.q Sekretaris 

Daerah;

b. Pimpinan SKPD melampirkan 3 (tiga) bukti survei harga dari 

distributor; dan

c. Sekretaris Daerah melalui Tim Penyusun SSH dan SBU mengkaji 

usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana 

Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale 
pada tanggal 01 Juli 2025

BUPATI TANA TIDUNG,

IBRAHIM ALI

Tid
U.1 AlUVllgj X CUV

pada tanggal oi Juli 2025

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

MOHD. IDHAM NUR
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025 NOMOR 15

haritseko@gmail.com
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